BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan
kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan
hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara
yang diridhai Allah Swt.! Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan pada Bab | Pasal 1 disebutkan: Perkawinan ialah ikatan lahir batin
antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab
IT mengenai “Dasar-dasar Perkawinan” Pasal 2 disebutkan: perkawinan menurut
hukum Islam ialah pernikahan, yaitu ikatan yang sangat kuat atau misazgan
galiz}an untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.?

Untuk berlangsungnya suatu pernikahan, harus terpenuhi 5 rukun, yaitu:
1) Calon suami, 2) calon istri, 3) wali, 4) dua orang saksi, 5) sigat akad.
Selain harus mencukupi lima rukun tersebut, juga harus memenuhi syarat-syarat
yang ditentukan dalam hukum Islam.?

Dari penjelasan di atas, maka wali merupakan salah satu rukun dalam

perkawinan. Ini berarti suatu pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali, atau

'Departemen Agama, llmu Figih, (Jakarta: 1983/1984). h. 49.
? Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokus Media, 2007), h. 3.

3Umar dkk, Figih-Ushul Figih-Mantiq, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1984), h. 37.



yang menjadi wali bukan yang berhak, maka pernikahan tersebut batal (tidak
sah).* Tanpa wali nikah maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. Sabda

nabi Muhammad saw:
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Artinya:
“Dari Abu Musa ia berkata, Rasulullah saw., bersabda: Tidak ada
pernikahan kecuali dengan adanya wali”.

Firman Allah:
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Artinya:
“Maka janganlah kamu menghalangi mereka menikah lagi dengan calon

suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang
baik”.°(Q.S. Al-Bagarah:232).

“Larangan” dalam ayat ini ditujukan kepada para wali sesuai dengan sebab
diturunkannya ayat di atas. Maksudnya ialah bahwa para wali termasuk di antara
orang-orang yang dapat menghalangi berlangsungnya suatu perkawinan,
seandainya perkawinan itu dilaksanakan tanpa meminta izin kepada mereka, atau

tidak mengindahkan kepentingan-kepentingan agama.’

“A. Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan, (Bandung: Al-Bayan, 1994), cet. I,
h. 60.

*Muhammad Nashiruddin al-Bani, Shahih Ibnu Majah, no. 1538 (Riyadh: Maktabah al-
Ma’arif li Nasyrir wa Tauzi’, 1997). h. 130.

®Departeman Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: PT Syaamil Cipta
Media, 2005), h. 37.

"Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan Bintang,
1974), h. 93-94.



Pada dasarnya, perkawinan adalah urusan anak, bukan urusan orang tua.
Orang tua yang bijaksana tidak akan memaksakan kehendaknya, karena pilihan
orang tua belum tentu cocok dengan pilihan anak. Karena itu, meskipun orang tua
mempunyai hak untuk mengawinkan anaknya, ia perlu meminta pertimbangan
terhadap anaknya tentang pilihannya, bahkan lebih bijaksana jika lebih dulu
menanyakan siapa calon teman hidup yang akan menjadi pilihan anaknya.
Mengapa demikian? Karena mereka sendirilah yang akan menanggung segala
risiko dan manis pahitnya berumah tangga nantinya.

Begitu juga sebaliknya, anak perlu meminta pertimbangan kepada kedua
orang tua tentang pilihannya, karena keserasian dengan orang tua atau mertua
setelah memasuki hidup rumah tangga merupakan salah satu faktor yang ikut
menenteramkan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, terjadi suka sama
suka dan rela sama rela antar berbagai pihak.?

Namun, pada kenyataannya ada kemungkinan terjadi keengganan atau
keberatan wali dalam menikahkan anaknya. Penolakan wali dalam mengawinkan
anak gadisnya dalam fikih disebut wali ‘adal. Ada dua pendapat yang berbeda
dalam hal wali ‘agal. Pertama, imam Abu Hanifah berpendapat bahwa wali boleh
‘adal kalau mahar yang diberikan ternyata kurang dari mahar misil. Kedua, imam
Syafi’i berpendapat wali boleh menolak kalau ternyata calon suami tidak kufu,

sekalipun anak itu rela. Pandangan Syafi’i ini didasarkan pada prinsip bahwa

¥ A. Zuhdi Muhdlor, Op.cit.,h. 20.



mahar adalah milik perempuan semata. Pendapat ini didukung oleh imam Malik,
imam Ahmad, imam Abi Yusuf dan imam Muhammad.’

Apabila wali itu tidak mau menikahkan wanita yang sudah baligh yang
akan menikah dengan seorang pria kufu, maka dinamakan wali ‘adal. Apabila
terjadi seperti itu, maka perwalian langsung pindah kepada wali hakim. Karena
‘adal adalah zalim sedangkan yang menghilangkan sesuatu yang zalim adalah

hakim. 1° Sabda Rasulullah saw.:
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Artinya:

Dari ‘Adisyah, ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Siapapun
wanita yang kawin tanpa izin walinya, maka nikahnya itu batal (diucapkan tiga
kali). Jika suaminya telah menggaulinya, maka maskawinnya adalah untuknya
(wanita) karena apa yang telah diperoleh darinya. Apabila mereka bertengkar,
maka penguasa yang menjadi wali orang yang tidak mempunyai wali".(H.R. Abu
Daud).

Di Indonesia, sultan (kepala negara) adalah presiden yang telah memberi
kuasa kepada pembantunya, yaitu Menteri Agama yang juga telah memberi kuasa
kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk bertindak sebagai wali hakim. Yang

dimaksud wali hakim bukan hakim pengadilan. Meskipun demikian, hakim

Mukhotib MD, Menghapus Perkawinan Anak Menolak ljbar, (Yogyakarta: Yayasan
Kesejahteraan Fatayat (YKF),2002), cet. I, h .4.

H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap,
(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), cet. I1, h. 102.

“Abu Daud Sulaiman al-Asy’as Ibn Ishaq al-Nusyuzadiy al-Sajistany, Sunan Abi Daud,
(Beirut: Dar al-Fikr, t.th), juz: 3, h. 482.



pengadilan (dalam hal ini Pengadilan Agama) dimungkinkan juga bertindak

menjadi wali hakim apabila memang memperoleh kuasa dari kepala negara dan

menteri agama.™?

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan:

Pasal 23:

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak
ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat
tinggalnya atau gaib atau ‘agal atau enggan.

(2) Dalam hal wali ‘agél atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak
sebagai wali nikah setelah adanya putusan Pengadilan Agama tentang wali
tersebut.

Dalam pasal 23 KHI menyebut kemungkinan adanya wali hakim yang
ditetapkan berdasarkan penetapan Pengadilan Agama setempat di mana calon
mempelai wanita bertempat tinggal (kabupaten atau kota). Hal ini terjadi jika
calon mempelai wanita memohon penetapan perwalian perkawinan karena sebab
‘adal. Tampilnya wali hakim dimungkinkan ketika terjadinya wali ‘adal
(enggannya para wali nikah untuk menikahkan). Pengadilan Agama akan
memeriksa perkara tersebut, mengetahui penyebabnya dan menawarkan
perkawinan kepada para wali sesuai urutan kekerabatannya. Jika wali tersebut
tetap tidak bersedia, maka hakim yang memeriksa perkara itu dapat menetapkan
wali hakim tersendiri dengan menunjuk kepala KUA (Kantor Urusan Agama)

setempat di mana calon mempelai wanita tinggal sebagai wali hakim. Penetapan

2Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Ull Press, 2000), cet.
IX, h. 43.



pengadilan Agama tentang wali hakim ini dapat terjadi jika tidak ada larangan
perkawinan.™®

Di Pengadilan Agama Banjarmasin khususnya terdapat kasus wali ‘adal.
Pada perkara Nomor: 0219/Pdt.P/2010/PA.Bjm orang tua pemohon berkeberatan
untuk menikahkan pemohon dengan pria yang menjadi calon suaminya tersebut
dikarenakan pria tersebut bukan keturunan habib. Pemohon berusaha untuk
membujuk ayah kandung pemohon agar bersedia menikahkan dengan pria
tersebut, namun tenyata ayah kandung pemohon sebagai wali tetap bersikeras
tidak mau menikahkan pemohon, sehingga pemohon meminta kepada Pengadilan
Agama Banjarmasin untuk menetapkan ayah pemohon sebagai wali ‘adal.

Dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum
Islam tidak merumuskan sedetil-detilnya tentang hal-hal yang harus
dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara wali ‘agal dan tentang
keengganan wali seperti apa yang diperbolehkan sehingga hakim mempunyai
pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara tersebut.

Adanya perkara wali ‘agal tersebut, membuat penulis tertarik untuk
meneliti lebih dalam lagi bagaimana putusan Pengadilan Agama Banjarmasin
tentang penetapan wali ‘agal yang didasarkan pada hukum yang digunakan
hingga menjadi suatu penetapan. Setelah penetapan tersebut dikeluarkan, penulis
juga tertarik untuk meneliti bagaimana analisis putusan tersebut dalam perspektif

figih. Untuk itu penulis akan menuangkannya ke dalam karya ilmiah berbentuk

B Sukris Sarmadi , Format Hukum Perkawinan dalam Hukum Perdata Islam di
Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007), cet. I, h.35-37.



skripsi yang berjudul “Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang
Penetapan Wali ‘Adal (Analisis Putusan Nomor: 0219/Pdt.P/2010/PA.Bjm)”.
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana pertimbangan hukum Pengadilan Agama Banjarmasin
tentang penetapan wali ‘adal?
2. Bagaimana putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang penetapan
wali ‘agal dalam Perspektif Figih?
C. Definisi Operasional
Agar dalam penelitian ini tidak terjadi kesalahpahaman dalam maksud
memahami penelitian ini, maka akan diberikan definisi operasional sebagai
berikut:
1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui
keadaan yang sebenarnya.*
2. Putusan adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim, sebagai Pejabat
Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan
bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau

sengketa antara para pihak.™

“Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Balai Pustaka, 1997).

Bhttp:/iwww. library.upnvj.ac.id./pdf/s1hukum08/2037111035.bab2pdf ~ diakses pada
tanggal 1 Juli 2012.


http://www.library.upnvj.ac.id./pdf/s1hukum08/2037111035.bab2pdf

3. Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman

bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara
perdata tertentu®® yang berlokasi di kota Banjarmasin.

Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan
(volunter)."’

Wali ‘adal adalah keengganan atau penolakan wali dalam mengawinkan

anak gadisnya.*®

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pertimbangan

hukum Pengadilan Agama Banjarmasin tentang penetapan wali ‘agal dan

bagaimana analisis putusan tersebut dalam perspektif figih.

E.

Signifikasi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai:

Bahan ilmu pengetahuan untuk penulis.

Bahan informasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya
dibidang hukum.

Memperkaya khazanah kepustakaan IAIN Antasari pada umumnya dan
Fakultas Syari’ah pada khususnya serta pihak-pihak lain yang

berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

1%pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 “Peradilan Agama”.

Ywww.smijsyariah89.wordpress.com/2011/06/20/penetapan-dan-putusan  diakses pada

tanggal 1 Juli 2012.

18 Mukhotib MD, loc.cit,.


http://www.smjsyariah89.wordpress.com/2011/06/20/penetapan-dan-putusan

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan observasi yang saya lakukan dan informasi yang didapat, ada
beberapa penelitian yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis angkat,
seperti penelitian yang dilakukan oleh Fani Dwisatya Rahmana (06210005) yang
berjudul “Pertimbangan Hakim tentang Permohonan Wali ‘4gal karena Wali
Mempercayai Tradisi Petungan Jawa (Studi Perkara Pengadilan Agama
Kabupaten Malang Nomor: 0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.Mlg)”.** Jenis penelitian
tersebut adalah penelitian lapangan dengan sumber data yang digunakan dalam
penelitian tersebut meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Data
primer yang digunakan berupa hasil wawancara dengan beberapa subjek
penelitian, yakni hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang pandangan
serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara permohonan wali ‘adal
karena wali mempercayai tradisi Petungan Jawa, sedangkan data sekunder yang
digunakan adalah data kepustakaan yang berkaitan dengan materi perkara
permohonan wali ‘agal karena wali mempercayai tradisi Petungan Jawa.
Sedangkan jenis penelitian yang penulis gunakan adalah studi dokumenter
dengan menggunakan bahan hukum sekunder. Memperhatikan permasalahan dari
penelitian yang dilakukan oleh Fani tersebut di atas tentunya berbeda dengan
permasalahan yang akan penulis teliti, karena dalam penelitian ini penulis
menggunakan putusan Pengadilan Agama Banjarmasin sebagai sumber hukum

yang akan dianalisis. Sedangkan Fani mengambil lokasi penelitian di Pengadilan

Fani Dwisatya Rahmana, “Pertimbangan Hakim tentang Permohonan Wali ‘Adal
karena Wali Mempercayai Tradisi Petungan Jawa (Studi Perkara Pengadilan Agama Kabupaten
Malang Nomor: 0057/Pdt.P/2009/PA.Kab.MIg)”, skripsi, (Universitas Islam Negeri Maulana
Malik Ibrahim Malang, 2010).
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Agama Kabupaten Malang tentang pandangan serta pertimbangan hakim dalam
memutuskan perkara permohonan wali ‘adal karena wali mempercayai tradisi
Petungan Jawa, sedangkan penelitian yang penulis lakukan mengambil lokasi di
Pengadilan Agama Banjarmasin tentang putusan Pengadilan Agama Banjarmasin
dalam penetapan wali ‘adal karena calon mempelai pria bukan keturunan habib.

Selanjutnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Yuliana Rachmawati
(0210100269) yang berjudul “Faktor-faktor Penyebab Wali Enggan (‘4gal)
Menjadi Wali Nikah dalam Perkawinan”.?® Jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian hukum empirik. Metode pengumpulan data yang digunakan
adalah wawancara yang merupakan data primer dan studi kepustakaan yang
merupakan data sekunder. Sedangkan jenis penelitian yang saya gunakan adalah
penelitian hukum normatif yang bersifat studi dokumenter. Dalam penelitian
Yuliana tersebut diteliti berbagai faktor yang menyebabkan wali enggan untuk
menjadi wali nikah dalam perkawinan, faktor-faktor tersebut antara lain adalah
budaya atau adat, faktor harga diri, faktor ekonomi, faktor kebangsawanan, dan
faktor etnis atau keturunan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan hanya
terdapat satu faktor yang melatarbelakangi wali enggan untuk menikahkan anak
gadisnya yakni karena calon mempelai pria bukan keturunan habib.

Ibnu Tulaiji Ahmad Al-Mughoffary (99210042) yang berjudul “Peran

Hakim Pengadilan Agama dalam Menentukan Hukum Wali ‘4cAl bagi Janda”*

“Yuliana Rachmawati, “Faktor-faktor Penyebab Wali Enggan (‘Adal) Menjadi Wali
Nikah dalam Perkawinan”, Skripsi, (Universitas Brawijaya, 2006).

“lbnu Tulaiji Ahmad Al-Mughoffary, “Peran Hakim Pengadilan Agama dalam
Menentukan Hukum Wali ‘Adal bagi Janda”, (Universitas Malang, 2003).
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Kasus tersebut terjadi di Pengadilan Agama kota Malang dengan nomor perkara:
13/Pdt.P/PA.Mlg. Dalam penelitian tersebut terdapat letak perbedaan penelitian,
yakni Ibnu Tulaiji meneliti kepada wali ‘agal bagi seorang janda, yakni dalam hal
ada atau tidak ada kekuasaan wali terhadap janda, hak-hak ‘adal -nya serta faktor
‘acal -nya wali bagi seorang janda yang mengambil lokasi di Pengadilan Agama
Malang. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data berupa data tertulis
seperti Putusan Pengadilan Agama kota Malang baserta arsip-arsip lainnya dan
juga menggunakan wawancara. Sedangkan metode pengumpulan bahan hukum
yang penulis lakukan menggunakan dokumen yang ada yakni Putusan Pengadilan
Agama Banjarmasin dan tidak menggunakan wawancara.

Padlianor, NIM: 0101114326, yang berjudul “Praktik Pernikahan yang
Walinya ‘4gal Karena Tidak Sekufu Kekayaan di Kecamatan Sungai Raya
Kabupaten Hulu Sungai Selatan”.?> Metode yang dilakukan dalam pengumpulan
data berupa wawancara, sedangkan penelitian yang saya lakukan menggunakan
bahan hukum tertulis berupa Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang
Penetapan Wali ‘4dal. Letak perbedaan lainnya adalah penelitian tersebut
bersifat studi kasus dengan mengambil lokasi di Kabupaten Hulu sungai Selatan
dan keengganan wali disebabkan calon mempelai pria tidak se-kufu dalam hal
kekayaan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan bersifat studi dokumenter
yang berlokasi di Banjarmasin dengan menganalisis putusan Pengadilan Agama
dan keengganan wali disebabkan calon mempelai pria tidak se-kufu dalam hal

nasab.

??padlianor, “Praktik Pernikahan yang Walinya ‘Adhal Karena Tidak Sekufu Kekayaan
di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu Sungai Selatan”, (IAIN Antasari Banjarmasin, 2001).
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G. Metode Penelitian

1. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif
yang bersifat studi dokumenter, dengan mengkaji putusan pada Pengadilan
Agama Banjarmasin Nomor: 0219/Pdt.P/2010/PA.Bjm.
2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digali dalam penelitian ini adalah bahan hukum
sekunder, yakni mengenai Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang
Penetapan Wali ‘Agal Nomor: 0219/Pdt.P/2010/PA.Bjm dan bahan-bahan
yang berkaitan dengan penelitian.
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan bahan hukum yang diperlukan, teknik yang
digunakan adalah:

a. Dokumenter, yaitu penulis memperoleh bahan hukum dari dokumen
yang ada di tempat penelitian berupa putusan.

b. Survei kepustakaan, yaitu dengan menghimpun data berupa sejumlah
literatur di perpustakaan atau tempat lainnya guna dijadikan bahan
penunjang dalam penelitian ini.

c. Studi literatur yakni mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-

bahan perpustakaaan yang ada kaitannya dengan objek penelitian.
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4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum
a. Pengolahan Bahan Hukum
Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan
dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1). Editing, yaitu memeriksa dan menelaah kembali terhadap bahan
hukum vyang terkumpul untuk mengetahui kekurangan dan
kelengkapannya, sehingga dapat diadakan penggalian lebih lanjut
bila diperlukan.

2). Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian dengan
bahasa yang sesuai.

b. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul disajikan dalam bentuk uraian-
uraian secara deskriptif, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif
terhadap putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang penetapan wali
‘adal.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan akan disusun sebagai berikut:

BAB | Pendahuluan, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, rumusan
masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, kajian
pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB Il Landasan teoritis tentang wali ‘adal, yakni: Pengertian dan
kedudukan wali dalam pernikahan, macam-macam wali dan urutannya,

permasalahan wali ‘agal dalam perkawinan dan istilah gelar Sayyid dan syarifah.
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BAB 11l Laporan hasil penelitian, meliputi penyajian bahan hukum berupa
pertimbangan hukum Pengadilan Agama Banjarmasin tentang penetapan wali
‘agal dan bagaimana analisis putusan tersebut dalam perspektif figih.

BAB IV Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.



BAB |1
LANDASAN TEORITIS
A. Pengertian dan Kedudukan Wali Dalam Pernikahan

Secara etimologis, “wali” mempunyai arti pelindung, penolong atau
penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain:

a. Orang yang menurut hukum (agama atau adat) diserahi kewajiban mengurus
anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa;

b. Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang melakukan
janji nikah dengan pengantin laki-laki);

c. Orang saleh (suci), penyebar agama; dan

d. Kepala Pemerintahan dan sebagainya;

Aurti-arti wali di atas tentu saja pemakaiannya disesuaikan dengan konteks
kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam hal ini adalah wali dalam pernikahan,
yaitu yang sesuai dengan poin b.?*

1. Kedudukan Wali dalam Pernikahan Menurut Ulama Figih

Para ulama Figih berbeda pendapat dalam masalah wali, apakah ia
menjadi syarat sahnya suatu pernikahan atau tidak. Berikut akan diuraikan
bagaimana kedudukan wali dalam pernikahan menurut empat mazhab:

a. Pemikiran Mazhab Hanafiyah tentang Wali

Mazhab Hanafiyah berpandangan bahwa status wali hanyalah syarat
perkawinan bukan rukun perkawinan. Atas hal ini, ulama Hanafiyah

meringkas rukun nikah terdiri dari ijab dan kabul. Status wali menjadi

H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, op.cit., h. 89.

15
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sahnya perkawinan khusus anak kecil baik perempuan ataupun laki-laki,
orang gila, meskipun orang dewasa. Sedangkan orang dewasa yang sudah
baligh baik janda ataupun gadis tidak berada dalam kekuasaan wali, tetapi
cukuplah bagi kedua mempelai tersebut dengan akad nikah (ijab kabul)
dengan syarat keduanya kafa’ah dan jika tidak kafa’ah, maka wali
memiliki hak untuk membatalkan atau mem-fasakh akad tersebut.”*
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa status wali dalam mazhab
Hanafiyah bukan merupakan rukun sebagai syarat sahnya pernikahan,
melainkan posisi wali sebagai jalan alternatif atau pelengkap sahnya
perkawinan dengan syarat tertentu.?

Argumentasi mazhab Hanafiyah didasarkan kepada bahwa akad
nikah sama dengan akad jual beli. Oleh karena itu, syaratnya cukup
dengan ijab dan kabul.?® Posisi wali hanya diperuntukkan bagi pasangan
suami istri yang masih kecil dan orang gila.?” Selain itu, secara istidlal,
Hanafiyah berpandangan bahwa al-Qur’an atau hadits yang dijadikan
hujjah terhadap status wali sebagai rukun nikah tidak memberikan isyarat

bahwa wali tersebut sebagai rukun nikah.?

#<Abdur Rahman al-Jaziri, al-Figh ‘ala al-Mazahib al-Arba’ah (Beirut: Dar al-Fikr,
tthy, jilid 4, h. 37.

®Dedi Supriyadi dan Mustofa, Perbandingan Hukum Perkawinan, (Bandung: Pustaka
Al-Fikriis, 2009), cet. I, h. 3.

26« Abdur Rahman al-Jaziri, op.cit., h. 12.
bid., h. 15.

**Dedi Supriyadi dan Mustofa, loc.cit., h. 3.
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Adapun yang menjadi dasar landasan al-Qur’an dan hadits yang
dijadikan sebagai dasar pijakan tidak perlunya wali adalah sebagai berikut:

Al-Qur’an surah al-Bagarah ayat 230:

ORLDe o Onl ¢0Y oXKeo o AVt Q% EHC R o
ARGEG = 7T #ORE0 OrDé= @I
8§ R +a TENeOIBXN LOIIwORw™

AR CGRY X+o o Vo @ C
00 o FOP &7 ONE ¢

O #oOCrE QRO Lo ADEE -S04 40
* Forde ROOCORE o HOOEDROG

* P S <CO®O<ORE Al EcEHN, «<¢0
By 20 QYW o0& BB 20O =R0

'Yolu ) IS Bt X 3O
Artinya:

“Kemudian jika dia menceraikannya (sesudah talak yang kedua), maka
perempuan itu tidak lagi halal baginya sebelum dia menikah dengan
suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya,
maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri)
untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat
menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah,
diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan .2

Kemudian dalam surat Al-Bagarah ayat 234:

L JIRZIN PN=R JE T =g N©) *xCNAA Lo @0
AIICOONAL] ¢)OVOXIOE0@O FLAECGN.E
Ol N RNOD> AN ESIRCIOE N>R 13X A0 J©

WO & * O 'OAD =300
RIS NHIE S ORAe B S COEHOINGT
AR O0RY o[X]+o Ol < Vo mER S

MOR*x BIcHAD = o HOONC A<=AEGONE N
OII NV KO>ALOL
+ S @0 GOV O VRO M B ¢ R
<OBONIAE ¢)0DHROL D+ & . NOR

Artinya:
“Dan orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan
meninggalkan isteri-isteri hendaklah mereka (istri-istri itu) menangguhkan
dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah

#Departemen Agama R, op.cit.,h. 36.
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habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka
berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa
yang kamu perbuat”. 30

Semua ayat ini adalah jelas mengenai nikah wanita, muraja’ah-nya dan
apa yang ia kerjakan pada dirinya menurut cara yang ma’ruf adalah benar
keluar dari padanya dan terjadi akibat-akibat dari padanya tanpa

tergantung pada izin wali dan tidak dengan pelaksanaanya dengan wali.*

Adapun hadits yang menjadi dalil tidak perlunya wali, yakni:

o, & P £°

‘//.,;:53_\ [ Jb{;_l,; &’w\éﬁa&\d\ \:./C«u.:\uf—
L@@L@J»gwwsmﬁ;‘j@a&c

\£

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas ia berkata sesungguhnya Nabi saw., bersabda: Seorang
janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Dan seorang gadis
harus dimintai persetujuannya itu ialah jika ia diam”.

e STl Je gkt Jo e 01 e 3100
UG S @55 wp\j@juﬁ

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas ia berkata sesungguhnya Nabi saw., bersabda: Janda-
janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya. Dan seorang gadis
harus dimintai persetujuannya itu ialah jika ia diam”.

b. Pemikiran Mazhab Malikiyah tentang Wali

*Ibid., h. 38.
*'Dedi Supriyadi dan Mustofa, op.cit., h. 6.

*Imam Abu al-Husaini Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, Shahih Muslim,
(Indonesia: Maktabah Dahlan, t.th), Juz 2, h. 1037.

*|bid.
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Imam Malik sebagai imam dalam Mazhab Malikiyah sebagaimana
dikutip Ibnu Rusyd berpendapat bahwa “tidak terjadi pernikahan kecuali
dengan wali”. Wali adalah syarat sahnya pernikahan.>* Atas pemikiran
Malik ini, selanjutnya, para pengikut Imam Malik atau dikenal dengan
Malikiyah lebih tegas berpendapat bahwa “wali adalah rukun dari
sebagian rukun nikah, tidak jadi akad nikah tanpa adanya wali”.*

Dasar keharusan wali dalam nikah dalam mazhab Maliki sebagai

syarat sahnya pernikahan adalah qur’an surah al-Bagarah ayat 232 yang

berbunyi:
RO GO #HC S OO SO
BT AHOZ o O BOQYHE W@a I

OIM=>L>H O YDz Xleo O VoRERY LD
O HAYOOOwwOl RISG+GQECE® O
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AlEQ w®+@ Qe ORBr=POo> o 6 N
JEECR.E ¢ AKE T8 DOV >MNRORG
* & oo N I Er RO
RO 438 e Mo S RUIERANE J0RVICPEEER Ay
AHAE @ 17 Xawat:51m | AHAERQ @O+ O
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¢\QCOMEHL D vz o0 @AV O @0
Artinya:
“Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa iddah-nya, maka
janganlah kamu menghalangi mereka menikah lagi dengan calon
suaminya, apabila telah terdapat kecocokan di antara mereka dengan
cara yang baik. ltulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang
beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik

bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak

mengetahui .

**Dedi Supriyadi dan Mustofa, op.cit., h. 10.
3¢ Abdur Rahman al-Jaziri, op.cit., h. 12.

**Departemen Agama RI, op.cit., h. 36.
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Kemudian dalam surat al-Bagarah ayat 221:

BHUECQECr = 23 gu)
S0 #R0O 0.6 OXI RO L X €COM@e

WOOs &r+ 08 <O85e0 O I 8 +RO
0ee0 @OXERNOSHOL MTOXY <OJOMRH
BXOECGQECD = o+ @0 B I @R RO

% #BRIO ¢V RO P HEOM@e I
T QI & ED 10 & g B-AORCY L RO
EARNOLHOY IIOHY <OIORE KITNLr+O%
JL7E¢ZR X RO 20 we0
GEFRO ¢HAORKEOEO RA@EGOxO wiONL
+ S5 €0 2 B O OCwa

VOO0AR YW 3 OEFRNYO TBX-VARK{O4O
RO ANCRONWa ¢

CxRHV 6RO Y DQ.0N, MO NA R
G Oa O EHN @ SO ICEICE JORSR 57
$ORBAGDNXIOGI9O JL& Vo HRID W@

Artinya:

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita
musyrik, walaupun dia menarik hatimu dan janganlah kamu menikahkan
orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang
musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka,
sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan
Allah  menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada
manusia supaya mereka mengambil pelajaran.%’

Adapun hadits yang dijadikan sebagai dasar keharusan wali dalam

pernikahan yang berbunyi:

@ < ) @ ) 4 1< o T (% . oa %4 - -
VJMJA.A.LC«':UJ\.L,@ @\J}L;J&:db@’\:"&gb&;
B3 (ol 5y bl eS8 @ 503 ik ExKE 2 IGT

*Ibid., h. 35.
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Artinya:

dari ‘Adisyah, ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Siapapun
wanita yang kawin tanpa izin walinya, maka nikahnya itu batal
(diucapkan tiga kali). Jika suaminya telah menggaulinya, maka
maskawinnya adalah untuknya (wanita) karena apa yang telah diperoleh
darinya. Apabila mereka bertengkar, maka penguasa yang menjadi wali
orang yang tidak mempunyai wali". (H.R. Abu Daud).

Hadits Nabi saw. lain yang dijadikan dasar hukum bagi mazhab Malik atau

yang menyetujuinya adalah hadits yang berbunyi:
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Artinya:

“Dari Abu Musa, dari ayahnya r.a., ia berkata: Rasulullah saw.,
bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali”.

Berdasarkan pemahaman tersebut, dalam mazhab Maliki
berpendapat: jika wanita yang sudah baligh dan berakal sehat itu masih
gadis, maka hak mengawinkan dirinya ada pada wali, akan tetapi jika ia
janda maka hak itu ada pada kedua-duanya; wali tidak boleh mengawinkan
wanita janda itu tanpa persetujuannya. Sebaliknya wanita itu pun tidak

boleh mengawinkan dirinya tanpa restu sang wali. Namun, pengucapan

**Abu Daud Sulaiman al-Asy’as Ibn Ishaq al-Nusyuzadiy al-Sajistany, loc.cit., h. 482.

¥Abdullah bin Abdurrahman al-Bassam, "Syarah Bulughul Maram”, (Jakarta: Pustaka
Azzam, 2006), h. 312.
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akad adalah hak wali. Akad yang diucapkan wanita tersebut tidak belaku

sama sekali, walaupun akad itu sendiri memerlukan persetujuannya.*

c. Pemikiran Mazhab Syafi’iyah tentang Wali

Imam Syafi’i di dalam kitab Mukhtasar al-Ikhtilaf" al- ‘Ulama
mengatakan bahwa tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya
wali.** Selanjutnya, mazhab Syafi’iyah mengatakan bahwa wali
merupakan salah satu dari rukun perkawinan.*? Dasar wali yang digunakan
dalam mazhab Syafi’i adalah al-Qur’an surah al-Bagarah ayat 232 yang
berbunyi:

BIL+QECER O OII>LUDHOYBr=Dre X
BFIABDC0 = S+ ONO OII VA © @O
Qo ORBr =IO 66 NG ENNOC O ¢
Acrtinya:
“Maka janganlah kamu menghalangi mereka menikah lagi dengan calon

suaminya, apabila telah terdapat kecocokan di antara mereka dengan
cara yang baik”.*®

Imam Syafi’i mengatakan “beberapa ulama berpendapat tentang ayat
ini, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan kasus Ma’qal bin Yasar.
Ma’qal telah menikahkan saudaranya dengan seseorang. Lalu orang itu
menceraikannya. Setelah masa iddah-nya selesai, laki-laki yang

menceraikan tadi meminta kepada Ma’qal untuk diperkenankan menikah

“Dedi Supriyadi dan Mustofa, op.cit., h. 11.

“Abu Ja’far Ahmad bin Muhammad bin Salamah at-Tahawi, “Mukhtasar Ikhtilaf al-
‘Ulama”, (Beirut: Dar al-Basyair al-Islamiyah), juz 2, h. 247.

“2<Abdurrahman Al-Jaziri, op.cit., h. 12.

**Departeman Agama RI, op.cit., h. 37.
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lagi dengan adiknya, begitu juga adiknya meminta untuk menikah lagi
dengannya. Ma’qal berkata, ‘Aku telah menikahkan adikku denganmu,
tetapi engkau menceraikannya. Tidak, aku tidak akan menikahkannya lagi
denganmu’. Lalu turunlah ayat tersebut.*

Imam Syafi’i menuturkan, “Jika seorang perempuan lebih berhak
dalam kepentingan dirinya, dan pernikahan sah dengan dirinya sendiri,
maka wali tidak bisa menghalanginya”.* Selanjutnya, Imam Syafi’i
menuturkan, dari ayat ini bisa diambil dalil bahwa suatu pernikahan sah
jika direstui oleh wali, perempuan yang dinikahi dan laki-laki yang akan
menikahi. *°

Adapun hadits-hadits yang digunakan dalam hal keharusan wali dalam
suatu pernikahan sama dengan Imam Malik.
d. Pemikiran Hanabilah tentang Wali

Mazhab Hanabilah dalam memandang wali, pada dasarnya sama
dengan mazhab Malikiyah dan Syafi’iyah. Bahwa ketiga mazhab tersebut
berpendapat bahwa “wali itu sangat penting dalam pernikahan, tanpa wali
atau orang yang menggantikan wali maka nikahnya batal (tidak sah).*’
Seorang wanita tidak boleh menikah sendiri dengan akad pernikahannya

sendiri dalam keadaan apapun baik kepada gadis atau lelaki yang dewasa

“Syeikh Ahmad Musthafa al-Farran, Tafsir Imam Syafi’i, (Jakarta: Niaga Swadaya,
2008), h. 413.

“bid., h. 414.
% 1bid., h. 415.

“ Abdurrahman Al-Jaziri, op.cit., h. 42.
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ataupun yang belum dewasa, kecuali janda yang harus diminta izin dan

ridhanya. *

Adapun hadits yang dijadikan dalil tentang perlu adanya wali sama
dengan hadits yang dikemukakan oleh Malikiyah dan Syafi’iyah.

. Kedudukan Wali dalam Peraturan di Indonesia

a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pada Bab I “Dasar Perkawinan” Pasal

2 ayat (1) disebutkan: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sementara

dalam hukum Islam, pernikahan sah apabila memenuhi rukun dan syarat
pernikahan. Salah satu rukun dalam pernikahan tersebut keharusan adanya
seorang wali. Dalam Bab II “Syarat-Syarat Perkawinan” pada Pasal 6 ayat

(2), (3), (4) berbunyi:

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai usia
21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia
atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka
izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang
mampu menyatakan kehendaknya.

(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan
tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali,

orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan

*Dedi Supriyadi dan Mustofa, Op.cit., h. 17.
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darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup
dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tersebut menunjukkan keharusan
adanya wali dalam pernikahan jika merujuk kepada pasal 2 ayat (1).
b. Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991)
Pada Bab Il mengenai Dasar-dasar Perkawinan pada Pasal 4
disebutkan: perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum
Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan. Selanjutnya, dalam KHI pada Bab IV “Rukun dan
Syarat Perkawinan” Bagian Kesatu mengenai “Rukun” dijelaskan:
Pasal 14
Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:
a. Calon suami
b. Calon isteri
c. Wali nikah
d. Dua orang saksi dan
e. ljab dan Kabul
Selanjutnya, pada Bagian Ketiga mengenai “Wali Nikah”
dijelaskan:
Pasal 19
Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi

calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.
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Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas menyebutkan
bahwa wali merupakan salah satu rukun dan syarat sahnya suatu
perkawinan.

c. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim
Dalam pertimbangannya pada huruf a disebutkan bahwa keabsahan
suatu pernikahan menurut agama Islam ditentukan antara lain oleh adanya
wali nikah. Karena itu apabila wali nasab tidak ada, atau mafgad (tidak
diketahui di mana keberadaannya) atau berhalangan atau tidak memenubhi
syarat atau ‘agal (menolak), maka wali nikahnya adalah wali hakim.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wali merupakan salah satu
rukun dari sebuah pernikahan.
B. Macam-Macam Wali Dan Urutannya
1. Wali Nasab
Dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali
Hakim pada “Ketentuan Umum” Pasal 1 ayat 1 bahwa yang dimaksud wali
nasab adalah pria yang beragama Islam yang mempunyai hubungan darah
dengan calon mempelai wanita dari pihak ayah menurut hukum Islam.
Pengertian lainnya mengenai wali nasab ialah wali nikah karena ada hubungan
nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Sementara itu,
wali nasab terbagi kepada wali aqrab (wali yang dekat) dan wali ab’ad (wali
yang jauh). Yang diutamakan menjadi wali nikah ialah wali aqrab dahulu

(wali dekat atau yang menduduki urutan awal) baru apabila karena sesuatu hal
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wali agrab tidak berhak menjadi wali maka haknya baru berpindah ke wali
ab’ad.

Tentang urutan wali nasab terdapat perbedaan di antara ulama figih.
Menurut Imam Malik, urutan wali yakni:

Ayah.

Penerima wasiat dari ayah.

Anak laki-laki (sekalipun hasil zina).

Saudara laki-laki.

Anak dari saudara laki-laki.

Kakek.

Paman (saudara ayah), dan seterusnya, sesudah semuanya tidak ada.*

NoabkowhE

Menurut Hanafiyah:

Anak, cucu, ke bawah;

Ayah, kakek, ke atas;

Saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki seayah, anak keduanya, ke
bawah;

Paman sekandung, paman seayah, anak keduanya, ke bawabh;

Orang yang memerdekakan;

Kerabat lainnya (al-usbah al-nasabiyah); dan

Sulthan atau wakilnya.

wnN e

No gk

Menurut Hanabilah:

Ayabh;

Kakek, ke atas;

Anak, cucu, ke bawah;

Saudara kandung;

Saudara seayah;

Anak saudara, ke bawah;

Paman sekandung, anak paman, ke bawabh;
Paman seayah, ke bawah;

. Orang yang memerdekakan; dan

0. Sulthan.®®

HBOoO~NoORWDNE

*Dedi Supriyadi dan Mustofa, op.cit.,h. 12.

*Kelompok Kerja Penghulu Kementerian Agama Bandung, Intigal Wali Nikah,
http://www.pokjahulu-kotabandung.com/2010/12/intigal-wali-nikah.html, diakses pada tanggal
16-10-2012.


http://www.pokjahulu-kotabandung.com/2010/12/intiqal-wali-nikah.html,%20diakses%20pada%20tanggal%2016-10-2012
http://www.pokjahulu-kotabandung.com/2010/12/intiqal-wali-nikah.html,%20diakses%20pada%20tanggal%2016-10-2012
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Tertib wali menurut pendapat Imam Syafi’i adalah:
Ayah.
Kakek dari pihak bapak.
Saudara laki-laki kandung.
Saudara laki-laki sebapak.
Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.
Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak.
Paman sekandung (saudara laki-laki dari ayah yang seibu sebapak).
Paman sebapak (saudara laki-laki dari ayah yang sebapak).
Anak laki-laki dari paman seibu sebapak.
0. Anak laki-laki dari paman sebapak.
1. Hakim.**

RBRoOoo~NoORWNE

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

Pasal 21

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan,
kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat
tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama,
kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak
ayah dan seterusnya ke atas. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki
kandung atau saudara laki-laki seayah, keturunan laki-laki mereka.
Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah,
saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok
saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan
keturunan laki-laki mereka.

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang
sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali
nikah ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon

mempelai wanita.

*'Dedi Supriyadi dan Mustofa, op.cit.,h. 15.
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(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang
paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang
hanya seayah.

(4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-
sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka
sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih
tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat-

syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna

wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada
wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.
Adapun  syarat untuk menjadi wali nikah juga disebutkan dalam

Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 20

(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi
syarat hukum Islam yakni Muslim, aqil dan baligh.

Kemudian, Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji pada tahun 2000 juga

menerbitkan Pedoman Figh Munakahat, yang juga mengajukan serentetan

syarat bagi wali nikah, yaitu:

Islam;

Baligh;

Berakal;

Tidak dipaksa;

Laki-laki;
Adil;

ook owndE



30

~

Tidak sedang ihram haji;
Tidak dicabut haknya dalam menguasai harta; dan
9. Tidak rusak pikirannya karena tua atau sebagainya.>?

©o

2. Wali Hakim
Dalam KHI pada Bab I mengenai “Ketentuan Umum” Pasal 1 huruf (b)
disebutkan bahwa wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri
Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan
kewewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Selanjutnya, dalam
Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim pada
“Ketentuan Umum” Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa wali Hakim adalah
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama
untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak
mempunyai wali.
Wewenang jadi wali Nikah pindah kepada Pemerintah (wali Hakim) dalam
dua hal, yaitu:
a. Bila para wali nikah berbantah.
b. Bila semua wali nikah yang akan menikahkan tidak ada dalam pengertian
memang tidak ada yang hidup lagi atau tidak ada di tempat pernikahan,
dengan syarat:

e Bila calonnya se-kufu dengannya.

*Kelompok Kerja Penghulu Kementerian Agama Bandung, Intigal Wali Nikah,
http://www.pokjahulu-kotabandung.com/2010/12/intigal-wali-nikah.html diakses pada
tanggal 16-10-2012.


http://www.pokjahulu-kotabandung.com/2010/12/intiqal-wali-nikah.html%20diakses%20pada%20tanggal%2016-10-2012
http://www.pokjahulu-kotabandung.com/2010/12/intiqal-wali-nikah.html%20diakses%20pada%20tanggal%2016-10-2012
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¢ Bila calon wanita sudah baligh.

e Tidak seorang wali nikah pun yang hadir, disebabkan dia gaib atau
dekat tempat nikah, atau memang dia keluar daerah wanita itu dan
tidak diketahui siapa yang akan mengawinkannya.*®

Selanjutnya dalam KHI disebutkan:

Pasal 23

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab
tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui
tempat tinggalnya atau gaib atau ‘adal atau enggan.

Sebab-sebab yang lebih rinci lagi dikemukakan Pedoman Figh Munakahat

dari Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji, yaitu:

1. Karena tidak mempunyai wali nasab sama sekali, atau

Walinya mafqud, artinya tidak tentu keberadaannya, atau

3. Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat
dengan dia tidak ada, atau

4. Wali berada di tempat jaraknya sejauh masafatul gasri (sejauh perjalanan
yang membolehkan sholat gasar) yaitu 92,5 km, atau

5. Wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, atau

6. Wali ‘adal, artinya wali tidak bersedia atau menolak untuk menikahkan,

atau
7. Wali sedang melakukan ibadah haji/umrah.

N

Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005
tentang Wali Hakim pada Bab 1l mengenai Penetapan Wali Hakim disebutkan:

Pasal 2

**Kahar Masyhur, Fikih Sunah (Wali Nikah dan Pesta Kawin), terjemahan. (Jakarta:
Kalam Mulia, 1990), cet. I, him. 28-29.
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1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah Indonesia atau
di luar negeri/diluar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai wali
nasab yang berhak atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat, atau
mafqud, atau berhalangan, atau ‘agal, maka pernikahannya dilangsungkan
oleh wali hakim.

2. Khusus untuk menyatakan ‘agll-nya wali sebagaimana tersebut pada ayat
(1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah
Syar’iyah yang mewilayahi tempat tinggal calon mempelai wanita.

3. Wali Muhakkam
Dalam keadaan tertentu, apabila wali nasab tidak dapat bertindak sebagai

wali karena tidak memenuhi syarat atau menolak, dan wali hakim pun tidak

dapat bertindak sebagai wali nasab karena berbagai macam sebab, mempelai
yang bersangkutan dapat mengangkat seseorang menjadi walinya untuk
memenuhi syarat sahnya nikah bagi yang mengharuskan ada wali. Wali yang
akan diangkat oleh mempelai tersebut disebut wali muhakkam.>® Caranya
ialah kedua calon pengantin mengangkat seseorang yang mempunyai
pengertian tentang hukum Islam untuk menjadi wali dalam pernikahan
mereka.”
C. Permasalahan Wali ‘Adal dalam Pernikahan
Semua ulama figih sependapat bahwa wali nikah tidak punya hak untuk

menghalangi nikah wanita yang di bawah wilayah kewaliannya, karena berarti dia

>*Ahmad Azhar Basyir, op.cit., h. 43.

*A. Zuhdi Muhdlor, op.cit., h. 63.
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menganiaya wanita tersebut, selama yang akan mengawini ialah laki-laki yang se-
kufu dengannya. Andai kata wali tersebut menghalanginya, maka wanita tersebut
berhak mengadukan halnya kepada Hakim untuk mengawinkannya.>® Dalam hal
ini hak wali yang enggan menikahkan itu tidak berpindah kepada wali yang lebih
rendah tingkatannya, tetapi langsung berpindah ke tangan wali hakim.>’

Oleh karena itu, pihak calon mempelai perempuan berhak mengajukan
kepada Pengadilan Agama agar Pengadilan memeriksa dan menetapkan ‘agal-nya
wali. Jika ada wali ‘adal, maka wali hakim baru dapat bertindak melaksanakan
tugas sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama tentang ‘agal-
nya wali.

Adapun jika wali menghalangi dengan alasan-alasan yang sehat, seperti
laki-lakinya tidak sepadan, atau maharnya kurang dari mahar misil, atau ada
peminang lain yang lebih sesuai derajatnya, maka dalam keadaan seperti ini tidak
pindah ke tangan orang lain. Karena ia tidaklah dianggap menghalangi.”®
D. Istilah Gelar Sayyid dan Syarifah

Fatwa seorang Ulama Besar dan Mufti resmi kerajaan Saudi Arabia yaitu Al
Allamah Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, yang dimuat dalam majalah
“Al Madinah” halaman 9 Nomor 5692 tanggal 7 Muharam 1402/24 Oktober 1982.

Seorang dari Irag menanyakan kepada beliau mengenai kebenaran golongan yang

*®Kahar Masyhur, op.cit., h. 25

Al Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), (Jakarta: Pustaka Amani,
2002), cet. 11, h. 120.

*#Sayyid Sabiq, Fikih Sunah, Terjemahan, (Bandung: PT al-Ma’arif), 1990. h. 28.
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mengaku sebagai “Sayyid” atau sebagai anak cucu keturunan Rasulullah saw.
Jawab Syeikh Abdul Aziz bin Baz: “Orang-orang seperti mereka itu terdapat di
berbagai tempat dan negara. Mereka juga dikenal dengan istilah “Syarif”.
Sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang mengetahui bahwa mereka
itu berasal dari keturunan Ahlu Bait Rasulullah.*

Istilah Ahlu Bait berdasarkan dari firman Allah Swit:

SHYLRORON W + 6 % COOHOBRE o HO* RO

I RNZE | AN “aPH BB S RESOZCGOR
AHATIONL Y+ DR O R N4 X JENRVC ARt

FCOON D&
Artinya:

“Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hali
ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya .*° (Q.S. al-Ahzab:33).

Dalam arti kata biasa “ahlul bait” bermakna “keluarga” atau “anggota rumah
tangga”. Akan tetapi dalam kaitannya dengan makna ayat tersebut, para ahli tafsir
berbeda pendapat. Muhammad Jawad Mughniyyah dalam kitabnya al Husain wal
Qur’an menerangkan bahwa menurut riwayat ‘Ikrimah dan Az-Zayyad ayat
tersebut ditujukan khusus kepada istri Rasullullah, karena penafsiran ayat tersebut
dikaitkan dengan ayat sebelumnya, yang berkenaan dengan para istri beliau.

Sebagian pendapat mengatakan bahwa istri-istri Nabi bukanlah tergolong dari
Ahlul Bait disebabkan kalimat S ks dan kalimat »Sie pada ayat tersebut di

atas adalah muzakkar yakni untuk laki-laki."* Sehingga Ahlu Bait yang

Sayyid Abdussalam al-Hinduan, “Rasulullah Saw. Mempunyai Keturunan dan Allah
Swt Memuliakannya”, (Surabaya: Duta Grafika, 2008), h. 121.

%Departemen Agama RI, op.cit., h. 422.

®'Sayyid Abdussalam al-Hinduan, op.cit., h. 23-24.
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dimaksudkan pada ayat tersebut ialah Rasulullah saw., Ali, Fatimah, Hasan dan
Husain.®?

Dalam Tafsir al-Misbah yang ditulis oleh M. Quraish Shihab dalam
melihat konteks ayat tersebut, maka istri-istri Nabi termasuk di dalamnya, bahkan
merekalah yang pertama dituju oleh konteks ayat itu. Namun, tidak dapat juga
dikatakan bahwa ahlul bait hanya istri-istri Nabi saja karena redaksi ayat yang
digunakan bukan khusus untuk perempuan, tetapi justru dalam bentuk

muzakkar.®*Pendapat ini didukung dengan sabda Nabi Muhammad saw:

ik oo 5 ule B W Je ity pl e SIe e O B e
MA-/’\/L;;M}SBQ;“:,:A\;LMJ}M\,MJL}},A 5o ales
NHARCR S TP FTER i PR R e
SHY 2R OR0N W@ + 563 <COOKBRB crRAO#* 3RO
N6 VOO ETN W I om0l “fYRMOWa I RESICGOR
4 3cCOBN Dt er AHAT OO RNL Y+ DRO G
“Dari Safiyyah binti Syaibah, ia berkata: ‘Aisyah mengatakan: pagi-pagi Nabi
keluar dengan mengenakan pakaian yang terbuat dari bahan bulu berwarna
hitam. Tiba-tiba datang Hasan bin Ali, beliau mengajaknya masuk. Lalu datang
Husain dan dia masuk bersama beliau. Sebentar kemudian datang Fatimah,
beliau mengajaknya masuk. Kemudian datang Ali dan beliau pun mengajaknya
masuk. Kemudian beliau membaca firman Allah: Sesungguhnya Allah bermaksud
hendak menghilangkan dosa dari kalian, hai ahlu bait, dan membersihkan kalian
dengan sebersih-bersihnya .

Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa ahlul-bait istri-istri beliau, ahlul bait itu

adalah mereka yang haram menerima zakat sampai meninggal dunia, kemudian

®Idrus Alwi al-Masyhur, “Keutamaan dan Kemuliaan keluarga Rasulullah”, (Jakarta:
Saraz Publishing, 2012). h. 20.

®M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), volume 11, h.
265.

*Imam Abu al-Husaini Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, “Shahih Muslim”,
(Beirut: Dar al-Fikr, t.th), juz 2, h. 457.
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ahlul bait itu adalah keluarga Ali, keluarga ‘Aqil, keluarga Ja’far dan keluarga
Abbas yang mereka semua diharamkan menerima zakat.

Seorang ahli sejarah Ahlu Bait yakni DR Muhammad Abduh Yamani ,
berpendapat bahwa Sayyid dan Syarif adalah keturunan Fatimah Az-Zahra r.a.
dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Diantara mereka ada yang silsilahnya berasal
dari Al Hasan r.a. dan ada yang berasal dari Al Husain.®Istilah habib di kalangan
Arab-Indonesia adalah gelar yang dinisbatkan secara khusus terhadap keturunan
nabi Muhammad melalui Fatimah az-Zahra (berputra Husain dan Hasan) dan Ali
bin Abi Thalib atau keturunan orang yang bertalian keluarga dengan nabi
Muhammad (sepupu nabi Muhammad). Gelar lain untuk habib adalah Sayyid,
Syed, Sidi (Sayyidi), Wan (ahlu bait), Syarif/Syarifah.®

BAB Il
PENYAJIAN BAHAN HUKUM DAN ANALISIS

A. Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang
Penetapan Wali ‘Adhl
Pada perkara permohonan wali ‘adal tertanggal 06 Agustus 2010 dengan
registrasi nomor: 0219/Pdt.P/2010/PA.Bjm pemohon yang bernama Syarifah
Sazieda Fairus al-Habsyi binti Sayyid Huud, umur 19 tahun, agama Islam,
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Cempaka Sari 1V, jalur V, RT. 18,
RW. 06, No. 03, Kelurahan Basirih Kubah, Kecamatan Banjarmasin Barat, kota

Banjarmasin mengajukan permohonan dengan dalil-dalil atau alasan-alasan:

®Sayyid Abdussalam al-Hinduan, op.cit., h. 122.

®http://id.m.wikipedia.org.wiki/habib.
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Bahwa pemohon merupakan anak kandung dari Sayyid Huud bin Sayyid
Muhammad, yang berumur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta yang
bertempat tinggal di jalan Barito Hulu RT. 77, RW. 04, No. 09 Kelurahan
Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, kota Banjarmasin.

Bahwa pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami
pemohon yang bernama Muhammad Arif bin H. Misnhu, umur 25 tahun,
agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di jalan Cempaka Sari
IV, jalur V, RT. 18, RW. 06, No. 03, Kelurahan Basirih Kubah,
Kecamatan Banjarmasin Barat, kota Banjarmasin.

Bahwa segala persyaratan untuk melaksanakan akad nikah telah dipenuhi
dan ketika diajukan ke Kantor urusan Agama Kecamatan Banjarmasin
Barat ternyata ditolak dengan alasan bahwa ayah kandung pemohon
keberatan untuk menikahkan pemohon dengan pria tersebut sesuai dengan
surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Banjarmasin Barat tertanggal
4 Agustus 2010 Nomor ( 36
Bahwa pemohon telah berusaha untuk membujuk ayah kandung pemohon
agar bersedia menikahkan pemohon dengan pria tersebut, namun ternyata
ayah kandung pemohon sebagai wali tetap bersikeras tidak mau
menikahkan pemohon.

Bahwa pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah pemohon
tersebut tidak berdasarkan hukum, sehingga pemohon tetap bertekad bulat
untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon dengan

alasan:
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a. Pemohon telah siap untuk menjadi seorang istri, begitu pula calon
suami pemohon telah siap untuk menjadi seorang suami serta telah
mempunyai pekerjaan.

b. Pemohon dan calon suami pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan
tidak ada larangan perkawinan baik menurut ketentuan Hukum Islam
maupun Perundang-undangan yang berlaku.

c. Pemohon sangat khawatir apabila antara pemohon dengan calon suami
pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan bertentangan
dengan hukum Islam.

6. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Kelas 1A Banjarmasin segera memeriksa dan mengadili serta
menjatuhkan penetapan yang berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.

2. Memberi izin kepada pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan
calon suami pemohon.

3. Menetapkan wali nikah pemohon adalah wali ‘adal.

4. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat
menjadi Wali Hakim bagi pemohon.

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.
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Pada waktu dibacakan permohonan pemohon di persidangan Pengadilan

Agama Banjarmasin yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan

penjelasan bahwa alasan ayah pemohon tidak bersedia menjadi wali disebabkan

calon suami pemohon bukan keturunan habib.

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon juga

mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan

aslinya, berupa:

1.

2.

Surat keterangan data diri sementara atas nama pemohon (P.1).

Surat keterangan penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan Banjarmasin Barat, kota Banjarmasin tertanggal 4 Agustus
2010 (P.2).

Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah

mengucapkan sumpahnya masing-masing secara terpisah yaitu:

1.

2.

Adi Setiawan bin Bastian, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI,
bertempat tinggal di jalan Pramuka Komplek Citra Puri Nomor 18, RT. 23,
kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Bajarmasin Timur, Kkota
Banjarmasin.

Jum’an bin Muhammad, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang,
bertempat tinggal di jalan Kelayan A gang Batur, RT. 02, Nomor 42,
kelurahan Murung Raya, kecamatan Banjarmasin Selatan, kota
Banjarmasin.

Dalam berita acara persidangan diketahui bahwa dua orang saksi tersebut

merupakan teman pemohon.
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Kedua orang saksi memberikan keterangan secara terpisah di bawah
sumpahnya masing-masing bahwa ayah pemohon tidak mau menikahkan
pemohon dengan alasan bahwa calon suami pemohon bukan dari keturunan habib.
Kemudian setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan Pemohon menyatakan tidak
mengajukan suatu apapun dan memohon penetapan.

Dalam penetepan Pengadilan Agama Banjarmasin pada pertimbangan
hukumnya, Majelis menemukan fakta-fakta bahwa:

1. Bahwa ayah kandung pemohon keberatan untuk menikahkan pemohon
dengan calon suaminya, sedangkan segala persyaratan untuk
melaksanakan akad nikah telah terpenuhi.

2. Bahwa pemohon juga telah berusaha membujuk ayah kendung pemohon
agar bersedia menikahkan pemohon, namun ayah kandung pemohon
bersikeras tidak mau menikahkan pemohon.

3. Bahwa masing-masing pihak telah siap untuk menjadi suami istri dan telah
memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan
pernikahan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa
keengganan wali nasab pemohon adalah tidak beralasan menurut agama dan
sangat dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila pemohon
tidak dinikahkan, oleh karena itu wali nasab dari pemohon harus dinyatakan
‘adal.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka permohonan

pemohon sesuai dengan maksud pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam,
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karenanya pernikahan pemohon dengan calon suaminya dapat dilaksanakan
dengan Wali Hakim.
Pendapat Majelis tersebut dikatakan relevan dengan apa yang termaktub

dalam Kitab Qulyubi I11, 225:

vhmmy M opddlemis s SB e Jadl o p Y
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Artinya:  “Untuk menetapkan sikap ‘agal dari wali agar dia dapat
mengawinkan, hendaklah wali yang bersangkutan menolak mengawinkan di

muka Hakim memintanya untuk itu, sedang pihak wanita dan pria pelamar hadir
dalam Majelis tersebut ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7
tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon. Mengingat peraturan
perundanga-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan

perkara tersebut maka Majelis Hakim menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

2. Menetapkan wali nikah pemohon adalah wali ‘adal.

3. Menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Banjarmasin Barat untuk menjadi Wali Hakim serta membebankan biaya
perkara kepada pemohon.

4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 156.000;- kepada pemohon.

B. Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Penetapan
Wali ‘Adhl dalam Perspektif Figih
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Pada ketentuan Bab Il Undang-undang Perkawinan pasal 6 ayat (2), (3),

(4) berbunyi:

(2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur
21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

(3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau
dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin
dimaksud pada ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang
masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

(4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan
tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali,
orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah
dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan
masih dapat menyatakan kehendaknya.

(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut
dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di
antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam
daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan
perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin
terlebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3)
dan (4) pasal ini.

Pada pasal dan beberapa ayat tersebut di atas menghendaki pernikahan
yang dilangsungkan oleh calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun

harus mendapat izin dari orang tua atau orang yang menjadi walinya. Jika orang
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tua atau orang-orang yang tersebut pada ayat (4) terjadi perbedaan pendapat atau

tidak dapat menyatakan kehendaknya, maka harus ada surat tertulis/izin dari

Pengadilan.

1)

@)

3)

(4)

Selanjutnya, dalam pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan (4) berbunyi:

Jika Pegawai Pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap
perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini maka ia
akan menolak melangsungkan perkawinan.

Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin
melangsungkan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan diberikan
suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-
alasan penolakannya.

Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan
kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan
yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan
keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut.
Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara yang singkat dan
akan memberikan ketetapan apakah ia akan menguatkan penolakan

ataukah memerintahkan agar perkawinan supaya dilakukan.

Dalam bebarapa ayat tersebut memberikan kesempatan kepada calon

mempelai yang perkawinannya ditolak untuk mengajukan permohonan kepada

Pengadilan Agama agar diberikan putusan berupa penetapan. Salah satu perkara

penolakan dari pegawai pencatat perkawinan tersebut jika wali enggan untuk

menikahkah (‘adal).
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Ketentuan mengenai wali ‘agal diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal
23 ayat (1) dan (2) disebutkan :

(1) Wali Hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab
tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui
tempat tinggalnya atau gaib atau ‘el atau enggan.

(2) Dalam hal wali ‘adal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak
sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali

tersebut.

Berkaitan dengan berpindahnya wali nasab kepada wali hakim karena
wali ‘agal dalam PMA No. 30 tahun 2005 dalam pertimbangannya pada huruf a
berbunyi bahwa keabsahan suatu pernikahan menurut agama Islam ditentukan
antara lain adanya wali nikah. Karena itu apabila wali nasab tidak ada, atau
mafqud (tidak diketahui di mana keberadaannya) atau berhalangan atau tidak
memenubhi syarat atau ‘adal (menolak), maka wali nikahnya adalah wali hakim.
Pada Bab 1l mengenai Wali Hakim pada pasal 2 ayat (1) dan (2) berbunyi:

1. Bagi calon mempelai wanita yang akan menikah di wilayah hukum
Indonesia/di luar wilayah teritorial Indonesia, tidak mempunyai nasab atau
wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan
atau ‘adal, maka pernikahnnya dilangsungkan oleh wali hakim.

2. Khusus untuk menyatakan ‘agal -nya wali sebagaimana tersebut pada ayat
(1) pasal ini ditetapkan dengan keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah

Syar’iyah yang mewilayahi tampat tinggal calon mempelai.
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Selanjutnya, pada Bab IV mengenai Akad Nikah pada pasal 5 ayat (1) dan
(2) berbunyi:

1. Sebelum akad nikah dilangsungkan wali hakim meminta kembali kepada
wali nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun
sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang ‘adal -nya wali.

2. Apabila wali nasabnya tetap ‘ag@l, maka akad nikah dilangsungkan
dengan wali hakim.

Setelah adanya putusan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang penetapan
wali ‘agal, maka dalam hal ini Syarifah Sazieda fairuz al-Habsyi bisa
melangsungkan pernikahan dengan berwali hakim.

Dalam ketentuan Undang-undang Perkawinan, KHI maupun PMA tersebut
tidak menjelaskan mengenai hal-hal yang membolehkan seorang wali itu ‘adal
sehingga hakim mempunyai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara
kebolehan atau ketidakbolehan wali ‘agal yang berkaitan erat dengan kitab-kitab
figih.

Pada perkara wali ‘agal nomor 0219/Pdt.P/2010/PA.Bjm, seorang wali
enggan menikahkan anak perempuannya dikarenakan calon mempelai pria bukan
keturunan habib. Dalam hal ini, calon mempelai pria dianggap tidak se-kufu
(sebanding, setaraf) dalam hal nasab (keturunan). Berikut akan diuraikan tentang
konsep kafa’ah dalam Islam:

Kafa’ah secara bahasa bermakna: sederajat atau sama, sedangkan

menurut istilah adalah: perkara yang dapat menimbulkan kejelekan/aib jika tidak
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ada.’” Maksud kafa’ah dalam perkawinan ialah persesuaian keadaan antara si
suami dengan perempuannya, sama kedudukannya. Suami seimbang
kedudukannya dengan istrinya di masyarakat, sama baik akhlaknya dan
kekayaannya. Persamaan kedudukan suami dan istri akan membawa ke arah
rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidakberuntungan. Demikian
gambaran yang diberikan oleh kebanyakan ahli figih tentang kafa ‘ah.®®

Dalam analisa Abd. Rahman sebagaimana yang dikutip oleh Ade
Humaidi bahwa kafa’ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/istri,
tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kafa’'ah adalah hak bagi
wanita dan walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi/sesuai
akan menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan
menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu boleh dibatalkan.®® Sebagian
orang masih memandang perlunya kafa’ah walaupun keberadaannya tidak
berpengaruh atas keabsahan pernikahan. Kufu atau kafa’ah yang bermakna
keserasian, kesetaraan atau keselarasan dalam menentukan calon pendamping
adalah hak yang boleh dijadikan tolok ukur keluarga pengantin perempuan dalam

menentukan calonnya. Sementara bagi laki-laki kafa 'ah tidak diperlukan sehingga

®"http://adehumaidi.com/islam/non-sayyid-menikahi-syarifah-kafaah-kah diakses pada
tanggal 4-10-2012.

%8 Al-Hamdani, op.cit., h. 15.

®http://adehumaidi.com/islam/non-sayyid-menikahi-syarifah-kafaah-kah diakses pada
tanggal 4-10-2012.


http://adehumaidi.com/islam/non-sayyid-menikahi-syarifah-kafaah-kah%20diakses%20pada%20tanggal%204-10-2012
http://adehumaidi.com/islam/non-sayyid-menikahi-syarifah-kafaah-kah%20diakses%20pada%20tanggal%204-10-2012
http://adehumaidi.com/islam/non-sayyid-menikahi-syarifah-kafaah-kah%20diakses%20pada%20tanggal%204-10-2012
http://adehumaidi.com/islam/non-sayyid-menikahi-syarifah-kafaah-kah%20diakses%20pada%20tanggal%204-10-2012
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dalam literatur figih dinyatakan bahwa yang dapat menggugurkan keharusan
adanya kafa ‘ah ini adalah keluarga dan calon pengantin perempuan.”
Kebanyakan ahli figih berpendapat bahwa kafa’ah merupakan hak bagi
perempuan dan walinya. Seorang wali tidak boleh mengawinkan perempuan
dengan lelaki yang tidak kufu dengannya kecuali dengan ridhanya dan ridha
segenap walinya. Jika para wali dan perempuannya ridha maka ia boleh
dikawinkan, sebab para wali berhak menghalangi kawinnya perempuan dengan
laki-laki yang tidak sepadan (tidak kufu).
Imam Syafi’i berkata: Jika perempuan yang dikawinkan dengan lelaki yang tak
sepadan (tidak se-kufu) tanpa ridhanya dan ridha para walinya, maka
perkawinannya batal.
Imam Hanafi berkata: Jika seorang wanita kawin dengan pria yang tidak
sederajat (tidak se-kufu) tanpa persetujuan walinya, maka perkawinan tersebut
tidak sah dan wali berhak untuk menghalangi perkawinan wanita dengan pria
yang tidak sederajat tersebut atau hakim dapat mem-fasakhnya, karena yang
demikian itu akan menimbulkan aib bagi keluarga.
Imam Ahmad berkata: perempuan itu hak bagi seluruh walinya, baik yang dekat
ataupun jauh. Jika salah seorang dari mereka tidak ridha dikawinkan dengan laki-
laki yang tidak sederajat (tidak se-kufu), maka ia berhak membatalkan. Riwayat

lain dari Ahmad, menyatakan: bahwa perempuan adalah hak Allah, sekiranya

"http://kuabandar2.blogspot.com/2012/02/kafaah-dalam-pernikahan.html, diakses pada
tanggal 17-10-2012.


http://kuabandar2.blogspot.com/2012/02/kafaah-dalam-pernikahan.html
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seluruh wali dan perempuannya sendiri ridha menerima laki-laki yang tidak
sederajat (tidak se-kufu), maka keridhaan mereka tidaklah sah.”

Namun, di antara ulama ada yang tidak mengakui adanya kafa’ah ini,
seperti Ibnu Hazm pemuka mazhab Zhahiriyah, yang dikenal sebagai mujtahid
mutlak tidak mengakui adanya kafa’ah dalam perkawinan. la berkata: setiap
muslim selama tidak melakukan zina boleh kawin dengan perempuan muslimah,
siapapun orangnya asal bukan perempuan pezina.”? Ibnu Hamin juga berkata
demikian. Ibnu Hamin tidak memerlukan adanya se-kufu itu. Dia mengatakan,
“Muslim manapun, selama ia tidak berzina, maka dia mempunyai hak agar
mengawini wanita muslimah manapun, selama ia tidak pezina. Semua umat Islam
bersaudara, maka tidaklah ada yang haram bagi anak Negro yang tidak dikenal
nasab atau keturunannya untuk nikah dengan seorang anak perempuan keturunan
Hasyim, malahan orang yang fasik yang tidak keterlaluan fasiknya, selama ia
tidak pezina adalah se-kufu dengan wanita muslimah yang fasik pula, selama ia

tidak pezina. Dalilnya adalah firman Allah:"®

¢S AORCY AR+ €COM eI s NO# RO
KO0 ERO

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara”. (Q.S. al-
Hujurat: 10).

Dalam kitab al-Figih ‘ala al-Mazhahib al-Arba’ karangan Abdurrahman al-

Jaziry sebagaimana yang dikutip oleh Benmashoor disebutkan bahwa yang

™|drus Alwi al-masyhur, op.cit., h. 149.
2Al-Hamdani, op.cit., h. 16.

"®Kahar Masyhur, op.cit., h. 37.
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termasuk perkara kafa’ah adalah agama, keturunan, kekayaan, pekerjaan dan
bebas dari cacat. Para fugaha telah sepakat bahwa faktor agama termasuk dalam
pengertian kafa’ah, kecuali pendapat dari Muhammad bin Hasan yang tidak
memasukkan faktor agama dalam pengertian kafa’ah. Tidak diperselisihkan lagi
di kalangan mazhab Maliki, bahwa apabila seorang gadis dikawinkan oleh
ayahnya dengan seorang peminum khamer atau singkatnya dengan orang fasik,
maka gadis tersebut berhak menolak perkawinan tersebut. Kemudian hakim
memeriksa perkaranya dan menceraikan antara keduanya. Begitu pula halnya
apabila ia dikawinkan dengan pemilik harta haram atau dengan orang yang
banyak bersumpah dengan kata-kata talag.”

Ulama berbeda pendapat mengenai ukuran kafa’ah, terutama dalam hal
nasab. Berikut akan diuraikan perbedaan pendapat tersebut:

Hanafiyah dalam hal kafa 'ah berpendapat:

Fhogaz gl (33l Jor ) Slglas o 3LSU) O

“Sesungguhnya kafa’'ah itu merupakan persamaan antara laki-laki dan
perempuan dalam perkara tertentu”.

Salah satu perkara kafa’ah tersebut adalah dalam hal nasab. Beliau

berkata:

EY N N TR I I S

"*Benmashoor, “kafa’ah Menurut Ulama Madzhab”,
http://benmashoor.wordpress.com/2008/12/22/kafaah-menurut-ulama-madzhab/,  diakses pada
tanggal 17-10-2012.

5<Abdurrahman al-Jaziry, op.cit., h. 44.


http://benmashoor.wordpress.com/2008/12/22/kafaah-menurut-ulama-madzhab/
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bahwa wanita Quraisy tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki Quraisy, dan
wanita Arab tidak boleh kawin kecuali dengan lelaki Arab pula.”® Sofyan al-
Tsauri dan Imam Ahmad berpendapat bahwa wanita Arab tidak boleh kawin
dengan hamba sahaya lelaki. Sedangkan menurut Imam Syafi’i: Laki-laki Quraisy
tidak sepadan (tidak se-kufu’) dengan wanita Bani Hasyim dan wanita Bani

Muthalib. Sedangkan menurut Malikiyah:
Lo 058G Ol oWyl (3 2L AASIG 3L 2 ) 6 2SI
T oseal) o Al tlag U ¢ G B 8

Malikiyah berkata: kafa’ah dalam pernikahan itu dalam dua hal, pertama:
agamanya, yakni orang muslim, bukan fasik. Kedua: selamat dari cacat/aib.

Pada dasarnya, perbedaan pendapat ini adalah perbedaan paham tentang

pengertian hadits Nabi yang berbunyi:

S O 1 L e
7873 )12
Artinya:

“wanita itu dinikahi karena agamanya, kecantikannya, hartanya dan
keturunannya. Maka carilah wanita yang taat beragama, niscaya kamu akan
beruntung ”.

Konsep kafa’ah dalam hadits tersebut meliputi: agama, rupa, harta dan
nasab. Namun, terdapat aspek penekanan bahwa agama merupakan faktor

kebahagiaan dan keberuntungan.

®Imam al-Qadhi Abu al-Walid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd al-
Qurthubi, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Mugtasid, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiah, 1971), h.
446.

"< Abdurrahman al-Jaziry, op.cit., h. 47.

"®Imam al-Qadhi Abu al-Walid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd al-
Qurthubi, op.cit., h. 447.
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Pendapat yang dikemukakan Imam Malik tentang adanya kafa’ah dalam hal

keagamaan juga didukung oleh firman Allah Swt. yang berbunyi:

g 2eaNe) VO OCGwe ¢ O&5e-@O8% 040

1w @Xl+@ TT HE H2EOOSSOMERISE
JAE72800O0%-HRD>R Y ¢ Ell%XIc kel YRR Jm |
RN P gzOal 3= LYAR dm G H<HARD AL

B 3-FUD- @0 T ¢4 @
* Forde  BOBQR  AE7E6X600E0L0 OHRO
AANHIR A Lo d- OHRO AL2Ew QSO
<OB N[
Artinya:
“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki
dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-
suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia
diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling tagwa diantara kamu.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. al-
Hujurat:13).”

Dalam hal ini, penulis sependapat dengan Imam Malik yang
mengutamakan kafa’ah dalam hal agama. Ini sejalan dengan hadits Nabi yang
menyuruh kita menikahi wanita yang taat agamanya. Adapun dalil-dalil yang
berkenaan dengan kufu yang penekanannya dalam hal agama, maka ditemukan
dalil-dalil sebagai berikut:

Firman Allah swt.

0O RNOL X ECON a3 BI-DErGECre s+ @
Oesr2e0 gl OTIN & +RO % #BRO
BOXDONOEHOY JTOHXE <OIONFHE NOOX {rwe@E
2% 4u) AL deZRX RO JAwed
*xvV 0 ARNO L HECOM @a BXOC QECD =
ord=nE Y Ju) B-ORCYEL RO HET RO
@ OINOLHOY TT X & <O IBAIF KT e
AE&Eg @ % OeweOAALD AL7EeZRIX RO JQ we0

Departeman Agama RI, op.cit., h. 517.
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= B O OCwa OEEFRO L X948 N (JOX 1O

OEERO BMARR{ O 40O + oS00
PO ANCHONM w00 Q.00 A X M@ e e
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Artinya:
“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka
beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita
musyrik, walaupun dia menarik hatimu dan janganlah kamu menikahkan orang-
orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.
Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia
menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga
dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-
perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.®° (Q.S. al-
Bagarah: 221).
Dalam ayat tersebut jelas menjelaskan bahwa ketaatan dalam menjalankan

agama merupakan hal yang terpenting daripada status sosial.

Kemudian dalam surah an-Nir Allah berfirman:

RO CRIGECHO o ORS00 Wwa 3
CORGRO S XN n [m [88 OO 0N, T S Fw

Lo AV ECrQECED oo =DOGON N0 wWa o0
g QINO§ HIRE v OO Y &) S Bleo e RO
7] ETXN AN &, 100 S ORO S0
GRS ¢xvV R CQER 1 COM@a I
Artinya:
“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina,
atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini
melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian
itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.®* (Q.S. an-Nir:3).

*xV 0 PO RNEAOHY @ SETOREI O 3
&>MHOD¢ORNEFQ oS- 60
B 0.6 0+ O RN=FEOoHNY @

OV RNEFHOADHY W DO OIEZTMOAD W -0

®bid., h. 35.

81bid., h. 350.
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Artinya:
“War?/ita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji
adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah
untuk laki-laki yang baik dan laki- laki yang baik adalah untuk wanita-wanita
yang baik (pula) ”. ¥(Q.S. an-Nir:26).

Kata “baik” dalam ayat tersebut berkaitan dengan ketaatan beragama, bukan

nasab.

Sedangkan hadits-hadits Nabi Muhammad saw,:

Bl a5y 8 15l &K g e A Jo 0 305 60 J6 A T os
BAYG i G A ol B dhiayle s

Artinya:

“Dari Abu Hurairah ia berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda: ‘wanita itu
dinikahi karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka
nikahilah karena agamanya, niscaya kamu memperoleh keberuntungan ”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab X “Pencegahan Perkawinan” Pasal 61
berbunyi: “Tidak se-kufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah
perkawinan, kecuali tidak se-kufu karena perbedaan agama”.

Pada pasal tersebut menyebutkan bahwa jika pencegahan perkawinan dilakukan
karena alasan tidak se-kufu maka kufu dalam hal agama yang diperbolehkan.

Menurut penulis, begitu juga dalam hal wali ‘adal. Jika keengganan wali dalam

menikahkan anak gadisnya karena alasan tidak se-kufu, maka kufu dalam agama

yang dapat dibenarkan.

#bid., h. 352.

®Abu Abdullah bin Muhammad bin ‘Isma’il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, (Indonesia:
Maktabah Dahlan, t.th), juz 3, h. 2107.
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Adapun mengenai kafa’'ah Syarifah dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin
karangan syekh Abdurrahman al-Ba’lawi dijelaskan bahwa perkawinan seorang
syarifah dengan laki-laki non Sayyid itu beliau melarang keras karena apabila
dilihat dari segi nasab akan merusak sebuah keturunan, yakni keturunan dari Nabi
saw. Berkaitan dengan hal ini, maka dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin

dijelaskan:

Cozy Oly S Sl (9 b L b Las ke 2i 0 1(allen)
&t o s el Vs sl ¥ ) Gyl i) s OY Wi o
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Jika diterjemahkan, maknanya kurang lebih sebagai berikut:

¥Sayyid ‘Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar, Bughyah al-
Mustarsyidin, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th), h. 132,
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“ (Masalah) wanita Syarifah ‘Alawiyyah dilamar oleh laki-laki non sayyid
maka saya berpendapat tidak diperbolehkan walaupun Syarifah tadi dan
walinya rela. Hal ini karena nasab Syarifah yang shahih dan bagi setiap
keturunan Fatimah az-Zahra tersebut tidak dapat disamakan dan diraih,
terdapat hak bagi kerabat dekatnya atau kerabat jauhnya. Pernah suatu
saat terjadi di Mekkah, seorang Syarifah menikah dengan seorang Syarif,
maka segenap ahlu bait yang meresponnya dan mengatakan bahwa mereka
sangat beruntung. Walaupun sebagian ulama Figih mengatakan bahwa
nikahnya Syarifah dengan laki-laki adalah sah dengan syarat walinya
ridha, tetapi bagi ulama Salaf lebih untuk tidak membolehkannya. Oleh
karenanya kita harus mengikuti ulama Salaf yang sangat baik bagi kita.
Para imam mazhab dan para wali tidak mendalami masalah ini seperti
halnya ulama-ulama Salaf yang lain. Namun demikian, dalam kondisi
darurat pernikahan Syarifah dengan laki-laki non Sayyid diperbolehkan
sebagaimana kebolehan memakai bangkai dalam kondisi darurat dan
dalam kekhawatiran akan terjadinya zina”.®

Walau beliau melarang keras perkawinan Syarifah dengan laki-laki non
Sayyid, namun dalam keadaan darurat beliau membolehkan pernikahan itu terjadi.
Para ulama seperti Abu Hanifah, Imam Ahmad dan Imam Syafi’i dalam masalah
kafa’ah sejalan dengan pendapat khalifah Umar bin Khattab sebagaimana yang

diriwayatkan oleh Ibrahim bin Muhammad bin Talhah sebagai berikut:

4.z
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Artinya:

Dari Ibrahim bin Muhammad bin 7alhah ia berkata bahwa Umar berkata: ‘Aku
melarang wanita dari keturunan mulia menikah dengan laki-laki yang tidak

setaraf dengannya’.
Menurut imam Ahmad bin Hanbal “Wanita keturunan mulia (Syarifah) itu
hak bagi seluruh walinya, baik yang dekat ataupun jauh. Jika salah seorang dari

mereka tidak ridha dikawinkannya wanita tersebut dengan lelaki yang tidak se-

kufu, maka ia berhak membatalkan. Bahwa wanita (syarifah) hak Allah, sekiranya

®|drus Alwi al-Masyhur, op.cit., h. 163.
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seluruh wali dan wanita (syarifah) itu sendiri ridha menerima laki-laki yang tidak
se-kufu, maka keridhaan mereka tidak sah’.%® Hal ini karena demi menjaga
kemurnian nasab dan menghormati kemuliaan keturunan Nabi Muhammad saw.

Dalam al-Qur’an surah al-An’am ayat 86-87 berbunyi:
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Artinya:
“dan Isma’il, “ llyas, Yunus dan Luth, masing-masingnya Kami lebihkan
derajatnya (keutamaan) di atas umat (di masanya). Dan Kami lebihkan (pula)
derajat sebagian bapak-bapak mereka keturunan mereka dan saudara-saudara
mereka. Dan Kami telah memilih mereka (untuk menjadi Nabi dan Rasul) dan
Kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus”. (Q.S. al-An’am: 86-87).

Ayat di atas memberitahukan bahwa antara keturunan-keturunan para Nabi
dengan keturunan lainnya terdapat perbedaan derajat keutamaan dan kemuliaan.
Termasuk di dalamnya keturunan Nabi Muhammad saw.

Hadits Nabi Muhammad saw.:
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Artinya:

S\

8http://afasjamalullail.blogspot.com/2011/05/kenapa-syarifah-dilarang-kahwin-
dengan.html diakses pada tanggal 4-10-2012.

8 Abu ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Sirah, op.cit., h. 545.
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“dari al-‘Abbas bin Abdul Muftallibb berkata: ‘Aku berkata: “Wahai Rasulullah
saw., sesungguhnya orang-orang Quraisy duduk, lalu mereka saling menyebutkan
keturunan di antara mereka kemudian dijadikan perumpamaanmu seperti pohon
kurma yang tumbuh di tanah yang dibersihkan dari rumah”. Lalu Rasulullah saw.
bersabda: “Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk-makhluk lalu menjadikan
aku sebaik-baik golongan (manusia), dan dari sebaik-baik dua golongan (Arab
dan Ajam). Kemudian dari sebaik-baik suku-suku lalu menjadikan aku dari
sebaik-baik suku (Quraisy). Kemudian dari sebaik-baik keturunan lalu
menjadikanku dari sebaik-baik keturunan (Hasyim). Maka aku adalah sebaik-baik
mereka dalam jiwanya dan sebaik-baik mereka dalam keturunannya”.

Dalam hadits tersebut menyebutkan bahwa terdapat kemuliaan pada Nabi
Muhammad saw., yang di dalamnya termasuk kemuliaan keturunan.

Tidak ada dalil mengenai larangan wanita Syarifah menikah dengan laki-laki
yang non Sayyid hanya saja dalam hal keturunan wanita Syarifah yang menikah
dengan laki-laki non Sayyid tersebut dijelaskan:

Al-Allamah ulama al-Sayuthi dalam kitabnya al-Hawi lil Fatawa sebagaimana
dikutip oleh Idrus Alwi al-Masyhur mengatakan:
Lips 050 Y iyl o) O Je Caldbly bl Les (o b
“Telah menjadi ketentuan kaum Salaf dan Khalaf bahwasanya anak seorang
Syarifah (yang ayahnya bukan seorang Syarif) bukanlah seorang Syarif.2
Ulama Hanabilah menolak adanya penetapan nasab seorang Syarif kepada
jalur ibu. Di antara ulama yang menolak tersebut adalah Ibnu Humaid al-Hanbali
dalam kitab al-Tadh’if. 1bnu Humaid al-Hanbali mengatakan: pendapat yang
mengatakan anak seorang Syarifah (dari ayahnya yang bukan Syarif) adalah

Syarif, maka ia telah menyambungkan nasab anak itu kepada nasab yang mulia.

Para pelaku hal ini merupakan dosa besar dari dosa-dosa besar yang lainnya. Hal

| drus Alwi al-Masyhur, op.cit., h. 200.
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itu disebabkan karena ia telah menyambungkan kepada nasab yang bukan nasab
ayahnya.®

Dapat disimpulkan bahwa jika seorang wanita Syarifah yang ingin
keturunannya disebut Syarif atau Sayyid maka wanita Syarifah tersebut harus
menikah dengan laki-laki Syarif/Sayyid. Hal ini dilakukan guna menjaga
kemurnian nasab dan menjaga adab kepada keturunan Nabi Muhammad saw.

Namun, dalam perkara Syarifah Sazieda Fairuz al-Habsyi ini Majelis Hakim
perlu menetapkan ‘agalnya wali karena memang menghindari hal-hal yang tidak

diinginkan terjadi jika pernikahan tidak dilangsungkan, seperti zina.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim berpendapat bahwa
keengganan wali nasab tidak beralasan menurut agama dan sangat
dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika pemohon tidak
dinikahkan sehingga wali nasab harus dinyatakan ‘adal.
2. Baik dalam al-Qur’an maupun hadits menghendaki dalam hal kafa’ah

yang menjadi aspek terpenting ialah agama. Tidak ada ayat al-Qur’an

#|pid., h. 200-201.
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maupun hadits yang berkenaan dengan larangan pernikahan wanita
Syarifah dengan laki-laki non Sayyid. Namun, beberapa ulama-ulama
Figih berpendapat jika Syarifah menikah dengan laki-laki non Sayyid
maka anak yang dilahirkan wanita Syarifah tersebut tidak dapat disebut
Syarif/Syarifah karena hubungan nasab anak dinasabkan kepada ayahnya,
sehingga wanita Syarifah harus menikah dengan laki-laki Sayyid/Syarif
untuk tetap menjaga kemurnian nasab keturunannya tersebut.
B. Saran

1. Dalam hal perkara wali ‘agal, ketika Majelis Hakim menolak/mengabulkan
permohonan pemohon, hendaknya menyertakan dalil-dalil yang berkaitan
dengan alasan yang dikemukakan Majelis Hakim tentang
kebolehan/ketidakbolehan wali ‘adAl tersebut.

2. Jika memang terdapat larangan pada wanita Syarifah yang menikah dengan
laki-laki non Sayyid, maka bagi ayah Pemohon harus hadir ke persidangan
untuk menguatkan dalil-dalil vana berkenaan dengan keharusan wanita
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Syarifah menikah dengan |



